
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PENYELENGGARAAN 

2013 

PERDA PEMALANG NO. 11 , BD. 2013/NO. 11 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

ABSTRAK :         -  Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tentang Uji 

Materi terhadap Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran bagi penduduk yang telah 

melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran tidak lagi 

memerlukan penetapan Pengadilan Negeri tetapi diproses oleh instansi yang 

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan 

administrasi kependudukan, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan; 

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 

13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 

2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 

No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 

Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 

2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; 

Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; 

Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 

1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten 

Pemalang No. 8 Tahun 2011. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan 

dalam pengaturannya. Diatur tentang  Pendaftaran Penduduk dan Pencatanan 

Sipil, Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang 

melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, 

pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi 

Pelaksana. 

CATATAN :   -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 7 Oktober 2013 

- Terdiri atas 8 Halaman Beserta Lampiran 


